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KABUPATEN MUNA” di bawah bimbingan Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si dan A. 
Lukman Irwan, S.Ip M.Si 
 
 Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak 
pemekaran terhadap ketersedian sarana dan prasarana di Desa Waturempe 
Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara 
dalam bentuk ketersediaan infrastruktur jalan raya, fasilitas air bersih, pasar 
tradisional dan ketersediaan jaringan listrik. Tipe penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif 
dengan dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, kuisioner, dan wawancara 
dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan responden 
maupun informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang 
oleh data sekunder.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran tidak berdampak 
signifikan bagi ketersedian sarana dan prasarana yang dapat terlihat dari 
tidak adanya fasilitas jalan yang baik, fasilitas air yang tidak sebanding 
dengan tingkat penggunaan masyarakat, jaringan listrik yang hingga saat ini 
tidak ada serta pasar tradisional yang tidak beroperasi sehingga 
menghambat arus perputaran barang dan jasa. Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi tidak berdampaknya pemekaran terhadap Desa Waturempe 
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adalah 1) kondisi geografis, 2) kurangnya inisiatif Pemerintah Desa dalam 
pengelolaan urusannya, 3) tendensi politis pasca pilkada kabupaten, 
4)kurangnya pendapatan asli desa dan 5) keterbatasan sumberdaya 
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1.1. Latar Belakang 
Pemekaran adalah merupakan konsekwensi logis terhadap penciptaan 
Demokratisasi berpemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi 
merupakan dua hal yang tidak bisa di pisahkan. Desentralisasi tanpa disertai 
demokratisasi sama saja memindahkan sentralisasi dan korupsi dari pusat ke 
daerah /desa. Sebaliknya demokrasi tanpa desentralisasi sama saja merawat 
hubungan yang jauh antara pemerintah dan rakyat, antau menjauhkan 
partisipasi masyarakat. 
Secara tidak langsung, demokratisasi di Indonesia telah membawa 
pengaruh pada kebijakan penataan daerah administrasi pemerintahan yang 
menuju fragmentasi daripada konsulidasi kekuatan bangsa. Peningkatan 
jumlah daerah yang sangat pesat dalam kurun waktu satu dekade 
pascareformasi ternyata sejalan dengan semakin besarnya persoalan lokal 
seperti korupsi, inefisiensi ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya. 
Berbagai studi yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga  menyimpulkan 






Demokratisasi berpemerintahan hanya bsa di laksanakan jika di 
berikan hak otonom terhadap suatu daerah. Dengan demikian adanya 
otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola 
daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara 
etimologis, pengertian otonomi berasal dari bahasa latin yaitu “ autos “yang 
mempunyai arti “sendiri” dan “nomos” yang dapat diartikan sebagai aturan 
(Adurahman dalam Haris, 2007).  
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan 
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi 
masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan 
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Desentralisasi kekuasaan dengan perluasan ekonomi daerah telah 
menjadi jalan pembuka bagi demokratisasi dan mengawali era transisi di 
Indonesia. Seiring dengan itu terjadi peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam pembuatan dan implementasi kebijakan daerah. ( Abdul Gafar 
Karim.2006 ). Desentralisasi dan otonomi daerah lalu dijadikan sarana 
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pemberdayaan masyarakat untuk dirinya sendiri agar menjadi masyrakat 
yang otonom secara politik dan mandiri secara ekonomi. 
Otonomi menjadi tumpangan bagi  kewenangan daerah untuk 
mendorong kemandirian sosial  kemasyarakatannya hingga ketingkat desa, 
dan demokratisasi dalam tata pemerintahan desa dengan prinsip transparasi, 
akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Namun dari berbagai pandangan 
dan opini disampaikan untuk mendukung sikap masing-masing pihak dalam 
suatu pemekaran. Ada yang menyatakan bahwa pemekaran telah membuka 
peluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan 
untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun 
dari penerimaan daerah sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu 
perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan 
bahwa pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang 
sekedar menginginkan jabatan dan posisi. 
Di sisi lain, banyak pula argumen yang diajukan untuk mendukung 
pemekaran, yaitu antara lain adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya 
jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi 
kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. 
Alasan lainnya adalah diupayakannya pengembangan demokrasi lokal 
melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Terlepas dari 
masalah pro dan kontra, perangkat hukum dan perundangan yang ada, yaitu 
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Peraturan Pemerintah No. 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan 
Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, memang 
masih dianggap memiliki banyak kekurangan.  Hal inilah yang mengakibatkan 
mudahnya satu proposal pemekaran wilayah pemerintahan diloloskan. 
Sehingga fenomena ini membuktikan bahwa pemekaran perlu mendapatkan 
fokus dalam proses berpemerintahan sebagai hal  utama. 
Pemekaran Wilayah Desa secara intensif hingga saat ini telah 
berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan 
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam 
bidang ekonomi, keuangan (rencana dana add 1 Milyard setiap desa), 
pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga mencakup 
aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar 
utama pembangunan pada jangka panjang. 
Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 
politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. 
Dalam Undang-Undang  No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
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Dalam  struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain 
sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat 
penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat 
dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi 
yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. 
Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki 
oleh desa tersebut (Wijaya : 2003). Otonomi desa dianggap sebagai 
kewengan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan 
juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga 
kemampuan masyarakat. Jadi istilah ”otonomi desa” lebih tepat bila diubah 
menjadi ”otonomi masyarakat desa” yang berarti kemampuan masyarakat 
yang benar-benar tumbuh dari masyarakat (Tumpal P. Saragi : 2004). 
Perwujudan otonomi masyarakat desa adalah suatu proses 
peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan 
masyarakat desa yang diatur dan digerakan oleh masyarakat dengan prinsip  
dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi masyarakat desa adalah 
demokrasi, jadi otonomi masyarakat desa tidak mungkin terwujud tanpa 
demokrasi. Otonomi masyarakat desa dicirikan oleh adanya kemampuan 
masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah 
desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan 
atas pelayanan terhadap masyarakat (Tumpal P. Saragi, Ibid). 
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Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 
berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik 
hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta 
dapat menuntun dan dituntut dimuka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, 
di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga 
Legislatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran 
pendapatan dan Belanja serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu, kepala 
desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan 
untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling 
menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan 
desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. 
Kemudian berdasarkan hak atas asal-usul desa bersangkutan, kepala desa 
dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi diantara warganya 
(Wijaya, loc.cit).Yang pada dasarnya berbagai hak istimewa yang dimiliki 
desa, dapat dioptimalkan sebagai salah satu upaya menigkatkan 
kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat 
dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk 
bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, 
sosial, agama dan budaya. Visi menuju otonomi desa pada dasarnya 
menghendaki adanya usaha pengembangan masyarakat swadaya dan 
mandiri. Kemampuan untuk mengurusi urusan mereka sendiri adalah 
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keswadayaan desa dan kemandirian desa sehingga pada akhirnya desa tidak 
lagi selalu tergantung pada pemerintahan yang lebih tinggi.  
Kabupaten Muna merupakan salah satu kabupaten tertinggal yang 
terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 
relative rendah (0,1%) termasuk tingkat potensi pengembangannya, dengan 
jumlah penduduk miskin yang tertinggi dibandingkan dengan 12 Kabupaten 
lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara. 
Jumlah kemiskinan di Kabupaten Muna tahun 2006 sebanyak 168.431 
jiwa atau 55,27 persen dari total penduduk sebanyak 304.753 jiwa yang 
tersebar di 29 kecamatan, 254 desa, 39 kelurahan dan satu unit permukinan 
transmigrasi. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin sebanyak 159.289 
jiwa atau 53,01 persen dari jumlah penduduk sebanyak 300.498 jiwa. Pada 
tahun 2004, jumlah penduduk miskin mencapai 157.639 jiwa atau 52,97 
persen. Dengan demikian jumlah kemiskinan di Kabupaten Muna mengalami 
peningkatan sebesar 1,74 persen dari tahun 2004 sampai dengan tahun 
2006. Dalam konteks pemekaran desa,  kabupaten Muna tidak terlepas juga 
dari fenomena pemekaran. Salah satunya adalah pemekaran dusun 
waturempe dan dusun wadahu yang mekar menjadi desa waturempe.  
Sebagai bagian dari Kabupaten Muna, Desa Waturempe merupakan 
hasil pemekaran dua dusun yang telah disebutkan terdahulu yang 
merupakan bagian dari kelurahan Tiworo. Ketika kita membahas pemekaran 
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desa maka harapan yang timbul kedepannya adalah bagaimana 
kesejahteraan masyarakat bisa tercipta dimana salah satu penopang 
perkembangannya adalah ketersediaan infrastruktur pokok yang sudah 
selayaknya dimiliki oleh setiap masyarakat. 
Berdasarkan uraian latar belakang, dalam  penelitian ini lebih 
memfokuskan pada dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat 
dengan lokus Desa Waturempe Kec. TIKEP Kab. Muna.    
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka penelitian ini 
akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana dampak pemekaran terhadap ketersediaan sarana dan 
prasarana Desa Waturempe, Kecamatan Tiworo Kepulauan, 
Kabupaten Muna ? 
b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Dampak pemekaran 
terhadap ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Waturempe, 
kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui dampak pemekaran dalam ketersediaan sarana 




b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Faktor-faktor 
apa yang mempengaruhi Dampak pemekaran di Desa Waturempe, 
kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna. 
1.4. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis manfaat diadakannya penelitian ini adalah untuk 
memperluas pengetahuan tentang desa terutama untuk 
mengembangkan kajian dalam disiplin Ilmu Pemerintahan. 
Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 
penelitian sejenis. 
b. Manfaat Praktis 
Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah memberikan 
pengetahuan, saran, ataupun wacana yang mendalam kepada 
pihak yang terkait dengan dampak pemekaran wailayah Desa 
Waturempe, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna. 
1.5. Kerangka Konsep 
Pemekaran sejatinya menjadi batu loncatan bagi kesejahteraan 
masyarakat di sebuah wilayah mengingat hakikat dari berdirinya 
pemerintahan adalah tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat, dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara menjamin untuk memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga sudah 
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menjadi kepastian bagi segenap penyelenggara pemerintahan untuk 
menjadikan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. 
Selanjutnya, dalam Ketentuan Umum Pada Undang-undang No 78 
Tahun 2007 poin (6) menyatakan bahwa 
"Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Poin tersebut menjelaskan bahwa prakarsa masyarakat dibutuhkan 
pula dalam menjalankan pembangunan sehingga peran serta desa sebagai 
lembaga pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat 
mempunyai peran krusial dalam pembangunan nasional menuju 
kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan peran sentral tersebut maka desa 
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 
tentang Desa diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan dan secara 
mandiri menjalankan roda pemerintahannya sendiri melalui prinsip-prinsip 
pemerintahan partisipatif. 
Dalam konteks desa waturempe sendiri, pemekaran sebagai jalan bagi 
mengelola segala potensi yang dimiliki daerahnya dengan naungan Undang-
Undang serta Peraturan Pemerintah sehingga dalam menggagas 
pembangunan wilayah lebih terencana terlebih lagi bahwa Negara telah 
menjamin adanya perhatian lebih pada pengelolaan desa melalui PP No 72 
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tahun 2005 (terlampir). Berbicara tentang kesejahteraan masyarakat dan 
pembangunan desa, sarana dan prasarana bukanlah hal sepele yang harus 
dikesampingkan begitu saja mengingat sarana dan prasarana merupakan 
citra dari kemajuan dan keberhasilan sebuah daerah dalam mengelola 
pemerintahannya dimana dalam sarana dan prasarana penting yang ada 
dalam menilai keberhasilan pembangunan wilayah secara spesifik dapat 
dipilah menjadi infrastruktur jalan desa, listrik, pengadaan air bersih dan 















UNDANG – UNDANG DASAR 1945 
UNDANG – UNDANG NO. 22 Tahun 1999 
UU NO. 32 Tahun 2004 
PP NO. 78 tahun 2007 





1. Jalan raya beraspal 
2. Air bersih ( bungker) 
3. Jaringan listrik 
4. Pasar rakyat 
 
Faktor – Faktor 
1. Letak geografis yang kurang strategis dan tidak potensial 
2. Kurangnya inisiatif pemerintah desa dalam mengelola urusan rumah 
tangganya 
3. Impikasi politik pasca pemilukada 
4. Kurangnya pendapatan asli daerah 
5. Kurangnya sumber daya pemerintah kabupaten 
6. Pemekaran yang cenderung dipaksakan 
 
PRA PEMEKARAN 
5. Jalan raya beraspal 
6. Air bersih ( bungker) 
7. Jaringan listrik 




1.6. Metode Penelitian 
1.6.1. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian dilaksanakan dilakukan di Desa Waturempe Kec. 
Tiworo Kepulauan Kab. Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. 
1.6.2. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan jenis penelitian deskriptif  
dengan metode analisis kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu 
pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan 
mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 
berdasarkan tehnik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang 
diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif memiliki karateristik 
dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya 
bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. 
Menurut Miles dan Huberman (Djam’an Satori dan Aan Komariah 2010:39) 
langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif, antara 
lain : 
1. Tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan 
penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. 
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2. Tahap reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar 
yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. 
3. Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. 
4. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu penarikan kesimpulan 
dari data yang telah dianalisis. 
Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi 
suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu). Pendekatan kualitatif, lebih 
mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir; oleh karena itu 
urutan-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan 
banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan utama penelitian yang 
menggunakan pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian, 
konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai 
grounded theory research (Sarwono, 2003 dalam buku “Metodologi Penelitian 
Kualitatif” Djam’an Satori dan Aan Komariah 2010:39)  
Sehubungan dengan penelitian ini, penulis akan terjun langsung ke 
Desa Waturempe untuk meneliti masalah yang berhubungan dengan fokus 
penelitian yaitu tentang dampak pemekaran dalam ketersediaan sarana dan 
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prasarana Desa Waturempe, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten 
Muna 
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan pencarian 
data sekunder, baik yang berupa catatan-catatan, laporan-laporan, dokumen-
dokumen, maupun literatur yang ada hubungannya dengan masalah 
penelitian ini. Dan penulis juga menghimpun data primer untuk mendukung 
penelitian. 
Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen atau catatan-catatan resmi yang dibuat oleh sumber-sumber yang 
berwenang yang berkaitan lansung dengan objek yang diteliti. Data ini 
diperoleh dengan mengumpulkan dan mencatat laporan-laporan, dokumen-
dokumen, catatan-catatan, surat kabar harian lokal dan nasional, dan data on 
line mengenai Proses pemekaran dan Dampak pemekaran Desa. 
Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, baik orang-orang yang telah ditetapkan menjadi informan 
maupun kondisi riil yang didapat langsung di lokasi penelitian dengan cara 
melakukan observasi dan wawancara. Dalam rangka pengumpulan data ini, 




Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 
B. Wawancara 
Wawacara adalah suatu tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan 
informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau 
tanya jawab. Wawancara dalam penelitaian kualitatif sifatnya mendalam 
karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari 
informan. 
C. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang 
diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens 
sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan 
pembuktian suatu kejadian. 
1.6.4. Sumber Data  
Dalam proses pengumpulan data, penulis menetapkan sumber data 
yang sesuai dengan data yang dibutuhkan, yakni : 
a.   Untuk Data Sekunder, diperoleh dengan mengumpulkan dan mencatat 
laporan-laporan, dokumen-dokumen, catatan-catatan, surat kabar harian 
lokal dan nasional, dan data on line mengenai upaya pengembangan 
potensi kepariwisataan di Kabupaten Maros. 
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b. Untuk data primer, diperoleh dengan melakukan wawancara serta 
observasi langsung di lokasi penelitian. 
Ada pun informan yang akan penulis wawancarai adalah sebagai berikut : 
1. Bupati Kab. Muna 
2. Ketua DPRD Kabupaten Muna 
3. Kepala Desa Sebagai Pejabat Yang Dipilih Langsung 
4. BPD 
5. Tokoh – Tokoh Masyarakat 
6. Masyarakat Secara Umum 
1.6.5. Defenisi Oprasional 
A. Dampak Pemekaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat setalah 
terjadinya pemekaran daerah dalam bidang pembangunan 
B. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
sarana dan prasarana pokok yang sudah selayaknya ada dalam 
masyarakat: 
1. Ketersedian fasilitas jalan yang memadai 
2. Ketersediaan sarana air bersih berupa bunker air dari PDAM 
3. Ketersediaan jaringan listrik 
4. Ketersediaan pusat pusat perdagangan ( pasar Tradisional ) 
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C. Pemekaran daerah yang di maksud dalam penelitian ini adalah 
pemekaran Desa Waturempe dari Kelurahan Tiworo Kec. Tikep 
Kab. Muna 
1.6.6. Teknik Analisa Data 
Dalam penelitian jenis deskriptif ini peneliti menerjemahkan dan 
menguraikan data secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran 
mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di 
lapangan. dan juga didukung dengan bantuan data primer yang 
berasal dari hasil wawancara dengan para informan berdasarkan 













GAMBARAN UMUM LOKASI 
 
Ruang lingkup penelitian dari lokasi/tempat dengan gambaran keadaan 
geografis, keadaan demografi, keadaan wilayah pemeritahan, struktur organisasi 
yang diuraikan dibawah ini : 
3.1.  Keadaan Geografis 
  Desa Waturempe adalah Desa hasil pemekaran dari kelurahan Tiworo dan 
berjumlah 2 dusun yaitu dusun waturempe dan dusun wadahu. Adapun Batas 
Wilayah dan Kondisi Geografis desa Waturempe adalah : 
· Batas-batas administrasi Desa Waturempe  sebagai berikut : 
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa waukuni 
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa laworo 
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kel. Tiworo 
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lasama 
· Kondisi geografis desa waturempe  
§ Tofografi   : Dataran Rendah 
§ Luas Wilayah   : 1.200 Ha 
§ Panjang Jalan  : 4 km 
§ Suhu Udara Rata-Rata  : 32oC 




3.2. Potensi Sumber Daya Alam 
Desa waturempe merupakan daerah perbukitan dengan Luas wilayah 
Desa adalah mencapai 1.200 Ha dan bila dilihat dari jenis penggunaan tanah , 
maka yang tertinggi adalah tanah yang masih berfungsi sebagai hutan. Berikut 
data penggunaan tanah di Desa Waturempe : 
· Tegalan/kebun    : 165,9 Ha 
· Tanah Sawah    :  224,40 Ha 
· Tanah Basah (rawa)/Tambak : 28,50 Ha 
· Tanah Perkebunan Rakyat  : 338.00 Ha 
· Tanah Hutan    : 443.20 Ha 
3.3. Potensi Sumber Daya Manusia 
 Berikut adalah data tentang potensi SDM dalam jumlah penduduk dan Umurr 
Penduduk desa Waturempe. 
 3.3.1. Jumlah Penduduk 
· Jumlah Total   : 597 orang 
· Jumlah Laki-laki  : 295 orang 
· Jumlah Perempuan  : 302 orang 









3.3.2. Umur  
 
 
Adapun data tentang Umur Masyarakat Waturempe di lihat dalam rentang 




Umur Masyarakat Desa Waturempe 
 


























8 >59th 29 orang 
 Jumlah 597 orang 
   
 
 
   
 3.3.3. Pendidikan 













Usia 7-45th dan tidak pernah sekolah 
































 Jumlah  597 




3.3.4. Mata Pencaharian Pokok 
  Mata pencaharian pokok  masyarakat desa waturempe paling banyak 
adalah adalah petani kebun dengan jumlah 160 orang dan yang paling sedikit 
adalah pelaut dengan jumlah 8 orang. Berikut pemaparannya. 
§ Petani    : 160 orang 
§ Buruh Tani    :  56 orang 
§ Peg.Negeri    :  25 orang 
§ Pengrajin    :  98 orang 
§ Pedagang    :  58 orang 
§ Peternak    :  103 orang 
§ Pelaut     :   8 orang 
§ Montir    :   10 orang  
 3.3.5. Agama 
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  Mayoritas masyarakat Desa Waturempe beragama Islam. Hal tersebut 
dikarenakan Desa Waturempe pada masa lampau adalah bagian dari ibukota 
kesultanan Tiworo yang merupakan bentuk  kerajaan islam. Berikut data yang 
diambil dari kanteor Desa Waturempe. 
§ Islam  : 587 orang 
§ Kristen :    10 orang 
§ Katholik :      0 orang 
§ Hindu  :      0 orang 
§ Budha  :      0 orang    
 3.3.6. Etnis 
  Desa waturempe terdiri dari etnis Muna, Buton dan Jawa. Hal tersebut 
dikarenakan posisi desa waturempe tidak terlampau jauh dari kabupaten buton 
dan merupakan daerah tujuan transmigrasi. Berikut jumlah penduduk 
berdasarkan etnis masyarakat. 
§ Muna  :   432 orang 
§ Buton  :   100 orang 
§ Jawa  :      65 orang 
 
3.4. Potensi Kelembagaan 
 3.4.1.  Pemerintahan Desa 
· Jumlah Aparat   : 8 orang 
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· Pendidikan Kepala Desa  : Sarjana Strata 1 
· Pendidikan Sekretaris Desa : SLTA/Sederajat 
· Jumlah RW/Dusun/Taparu  : 2 
· Jumlah RT atau sebutan lain : 14 
 3.4.2. Badan Permusyawaratan Desa 
· Jumlah Anggota  : 13 
· Pendidikan Ketua BPD : Diploma 
Berikut struktur Pemerintahan Desa Waturempe. 
 
  3.4.3. Lembaga Politik 
BPD 
Kepala Desa 



















  Lembaga politik yang ada di desa waturempe merupakan organisasi 




· Demokrat       
   
3.4.4. Lembaga Pendidikan 
  Berikut jumlah infrasttruktur pendidikan di Desa Waturempe : 
· TK   : 1 Unit 
· SD/sederajat  : 1 Unit 
· SLTP/Sederajat  :  - 
· SLTA/sederajat  :  - 
 
Demikianlah Gambaran singkat tentang kondisi Desa Waturempe yang 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan jika kesejahteraan masyarakat merupakan 
sasaran utama pembangunan daerah maka tekanan utama pembangunan 
akan lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya 
manusia dalam bentuk pengembangan pendidikan, peningkatan pelayanan 
kesehatan masyarakat, dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna. 
Selain hal tersebut, perhatian juga hendaknya lebih lebih diarahkan pada 
pengembangan infrasturuktur pada sebuah daerah dalam menjamin 
kesejahteraan masyarakat.  Infrastruktur merupakan bagian penting dalam 
masyarakat dikarenakan sifatnya sebagai wadah ataupun tolak ukur dalam 
menilai sebuah perkembangan dan kemandirian sebuah daerah. Tidak bisa 
dipungkiri bahwa setiap daerah berkembanng di setiap belahan dunia diawali 
oleh interaksi masyarakat yang di topang oleh ketersediaan infrastruktur. 
Sebagai contoh bahwa kota Makassar pada masa lampau berkembang 
dengan pesat karena adanya infrastruktur perdagangan dan transportasi 
yang memadai sebagai daerah yang mandiri. 
Dengan mengesampingkan Kota Makassar kita dapat sedikit 
mengambil kesimpulan awal bahwa infrastruktur merupakan syarat mutlak 
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perkembangan sebuah daerah sehingga mampu memudahkan pertukaran 
informasi, kebudayaan, pendidikan, ekonomi dan teknologi sehingga mampu 
membawa masyarakat ke jalan kesejahteraan. Otonomi daerah dengan 
program pemekaran wilayah sebagai dasar hukum kemandirian sebuah 
daerah yang berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya 
maka dipandang sangat perlu untuk meningkatkan infrastruktur yang mampu 
menunjang hal tersebut. Demikian juga dengan desa Waturempe kecamatan 
Tikepkabupaten muna provinsi Sulawesi tenggara yang menjadi focus 
pembahasan pada bab ini.  
Seperti yang di uraikan pada bab terdahulu tentang infrastruktur yang 
di nilai  mampu menjadi indikator kesejahteraan masyarakat pasca 
pemekaran wilayah yaitu 
1. Ketersediaan jalan yang memadai (infrastruktur transportasi) 
2. Ketersediaan sarana air bersih ( infrastruktur kesehatan ) 
3. Ketersediaan jaringan listrik (infrastruktur teknologi ) 
4. Ketersediaan pusat perdagangan (infrastruktur ekonomi )  
Maka pada pembahasan ini akan dipaparkan hasil penelitian berupa data 





ketika kita membahas Desa Waturempe pra pemekaran 
maka dengan sendirinya kita akan membahas kondisi infrastruktur 
yang ada di Kelurahan Tiworo . Pada pra pemekran Kelurahan 
Tiworo merupakan sebuah Kelurahan yang terdiri dari 4 lingkungan 
dengan 12 RT yaitu,  
1. Lingkungan Kambara 
2. Lingkungan Wado 
3. Lingkungan Waturempe 
4. Lingkungan Wadahu 
  Adapun Berdasarkan fokus penelitian ini yaitu dampak 
pemekaran maka terlebih dahulu akan kita garis bawahi lingkungan 
Waturempe dan lingkungan wadahu sebagai cikal bakal dusun 
yang mekar menjadi desa Waturempe. 
Dalam tabel 4.1 akan membuka gambaran tentang data 
infrastruktur yang ada pada Kelurahan Tiworo pra pemekaran 
dimana data yang diambil merupakan penyederhanaan data 
sekunder yang didapat pada kantor kepala desa Waturempe 
dengan membuang beberapa data yang tidak relevan untuk 




terhadap infrastruktur di lingkungan yang menjadi cikal bakal 
pemekaran terlebih dahulu kita mengerucutkan tabel infrastruktur 
kedalam tabel sebaran infrastruktur pokok berdasarkan 
ketersediaannya di setiap lingkungan 
Tabel 4.2 
Tabel sebaran infrastruktur pokok dalam setiap lingkungan pra 
pemekaran 
Sumber : data sekunder setelah diolah 2013 
dari tabel diatas dapat dilihat gambaran sederhana tentang 
sebaran infrastruktur pokok yang ada di Kelurahan Tiworo pra 
pemekaran dimana lingkungan yang diberi tulisan merah merupakan 
lingkungan yang mengalami pemekaran kelak dan akan menjadi 




Ketersediaan di lingkungan  
(keterangan) 
Kambara Wado Waturempe Wadahu 




















3 Jaringan listrik Ada Ada Tidak ada Tidak ada 
4 Pasar rakyat Ada Tidak Tidak tidak 
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Dalam tebel diatas aspek ketersediaan sarana air bersih juga 
menjadi fokus pengamatan yang menarik untuk disimak mengingan 
perbandingan jumlah sarana tersebut menunjukan angka yang tidak 
berimbang berdasarkan kuantitas ketersediaan namun untuk melihat 
hal tersebut terlebih dahulu kita harus  melihat rasio perbandingan 
masyarakat pada masing-masing lingkungan. 
Tabel 4.3 










(x / y) 
1 Kambara 1.012 6 1/169 
2 Wado  654 4 1/163 
3 Waturempe  272 1 1/272 
4 Wadahu  198 1 1/198 
Sumber: data sekunder setelah diolah 2013 
Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan jumlah 
perbandingan bunker sebagai sarana pengadaan air bersih dengan 
jumlah masyarakat yang dilayani dimana lingk. Kambara merupakan 
lingkungan yang mempunya perbandingan paling kecil kemudian 
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disusul oleh lingk. Wado, lingk. Waturempe dan terakhir lingk. 
Wadahu sebagai perbandingan terbesar. 
Hal senada juga di ungkapkan oleh La Talibu selaku warga 
lingkungan Waturempe. 
“Dari dulu tidak ada listrik disini. Dulu orang-orang 
pakai Accu sekarang ada juga yang pakai tenaga 
surya” (wawancara tanggal 14 maret 2013) 
 
Dari tabel dan uraiannya diatas dapat dilihat bahwa terdapat 
kesenjangan dalam ketersediaan infrastruktur pada Kelurahan 
Tiworo pra pemekaran dimana lingkungan Waturempe serta 
lingkungan wadahu tidak mempunyai infrastruktur yang cukup 
memadai. Hal ini di akibatkan statusnya sebagai daerah pinggiran 
serta kurangnya jumlah masyarakat yang ada diwilayah tersebut. 
4.1.1. Kondisi masyarakat serta infrastruktur pasca pemekaran di  
desa Waturempe (lingkungan Waturempe dan lingkungan 
wadahu pada Kelurahan Tiworo)  
pada pembahasan ini akan dipaparkan hasil penelitian pada 
daerah pemekaran tentang perkembangan infrastruktur pasca 
pemekaran. 
Desa Waturempe merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan 
Tiworo dimana lingkungan Waturempe dan lingkungan wadahu 
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dimekarkan menjadi Desa Waturempe pada tahun 2001 dan terdiri 
dari 2 dusun yaittu dusun Waturempe sebagai pusat desa dan dusun 
wadahu.  
Sebelum menganalisa dampak pemekaran terhadap 
infrastruktur desa terlebih dahulu di paparkan data tentang 
infrastruktur yang ada di desa tersebut sesuai dengan infrastruktur 
yang ada pada Kelurahan sebelumnya. Adapun data tersebut dapat 
dilihat dalam tabel berikut. 
Tabel 4.4 
Data infrastruktur Desa Waturempe pasca pemekaran 
 
no Infrastruktur Jenis Jumlah Lokasi 
1 Transportasi Jalan aspal - Tidak ada 
2 Sarana air bersih Bungker 2 Tersebar 
3 Jaringan listrik PLN - Tidak ada 
4 Pasar Pasar rakyat 1 Waturempe 







6 Pemerintahan - Kantor desa 







7 Kesehatan Pustu 1 Waturempe 






Sumber : data sekunder setelah diolah 2013 
 
Dalam tebel 4.3 dapat dilihat bahwa ada tiga hal krusial yang 
tidak terdapat dalam desa Waturempe yaitu ketersediaan jalan raya, 
jaringan listrik dan tenaga kesehatan berupa dokter desa. Jumlah 
perawat yang hanya berjumlah 2 orangpun tidak memadai bagi 
penanganan kesehatan masyarakat desa Waturempe yang 
sebanyak 597 jiwa berdasarkan hasil BPS 2012. Hal yang menarik 
untuk diangkat mengingat jika di tinjau dari kondisi geografis, desa 
Waturempe merupakan desa yang berbatasan langsung dengan 
ibukota kecamatan Tiworo kepulauan 
Adapun menganai infrastruktur yang menjadi pokok penelitian 
yaitu infrastruktur transportasi yang berupa jalan raya, infrastruktur 
berdagangan berupa pasar, infrastruktur kesehatan yang berupa 
penyediaan air bersih serta infrastruktur yang berupa jaringan listrik 
akan di bahas pada tabel 4.5. dari tabel tersebut kemudian dapat kita 
bandingkan infrastruktur yang ada pada desa tersebut pra 
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pemekaran ketika masih terintegral dalam struktur pemerintahan 
keluarahan Tiworo dengan infrastruktur yang ada pada kedua 
lingkungan tersebut pasca pemekaran dimana kedua lingkungan 
tersebut berubah menjadi Desa Waturempe.  
Mengenai tidak layaknya infrastruktur transportasi di desa 
Waturempe, kepala desa Waturempe menjelaskan, 
“jalan disini berdebu tidak pernah disentuh 
pembangunan makanya jarang ada orang yang mau 
datang kesini selain orang daerah disini. Susah juga 
kendaraan masuk jadi kadang-kadang hasil kebun 
harus dipikul sampai ke depan jalan karena mobil 
susah masuk. Itu juga pasar jarang terbuka karena 
orang lebih pilih menjual di pasar kambara. Sepi 
pembeli kalau disini” (wawancara tanggal 19 maret 
2013) 
 
dari petikan wawancara diatas jelas tergambar bahwa tidak 
memadainya infrastruktur transportasi yang berupa jalan raya 
membawa pengaruh negatif pada laju pertumbuhan ekonomi di desa 
Waturempe. Pada beberapa kasus arus pengangkutan hasil bumi 
yang sering terkendala dikarenakan sulitnya angkutan menjangkau 
pelosok-pelosok Desa Waturempe sementara menurut pengamatan 
penulis sebenarnya desa Waturempe cenderung mempunyai 
kelebihan dalam hal perkebunan yang berpotensi menjadi sektor 
pendapatan unggulan masyarakat. Hal tersebut tentu saja 
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menambah pelik tugas kepala desa dalam membina perekonomian 
desa yang tertuang dalam poin (f) pasal 14 pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 (terlampir) 
Selain hal diatas, dampak negatif juga berimbas pada 
perkembangan perdagangan di desa Waturempe dimana 
masyarakatnya dalam menjalankan transaksi keuangan lebih 
memilih untuk bertransaksi di pasar kambara yang menurut hasil 
pengamatan penulis cukup mempunyai geliat ekonomi yang aktif 
dikarenakan akses suplai barang yang memadai. Sepinya transaksi 
ekonomi di pasar Waturempe juga menyebabkan kurangnya kas 
desa dari retribusi pasar tradisional. 
 
4.1.2. Analisa dampak pemekaran pada Perkembangan infrastruktur 
pra dan pasca pemekaran  
Kembali ditegaskan oleh penulis, untuk melihat dampak 
pemekaran terhadap perkembangan infrastruktur di daerah yang 
mengalami pemekaran terlebih dahulu kita harus melihat 
perbandingan yang ada pada bakal wilayah yang akan mekar 
nantinya sesaat sebelum mengalami pemekaran dengan data terkini 
yang didapatkan dilapangan. Oleh karena desa Waturempe adalah 
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hasil pemekaran lingkungan Waturempe dan lingkungan wadahu 
maka penulis mencoba menspesifikannya pada data untuk dua 
lingkungan yang tersebut diatas . 
Pada pembahasan ini akan dipaparkan data perbandingan 
infrastruktur pokok yang ada pada lingkungan Waturempe dan 
lingkungan wadahu pra pemekaran ketika masih berada dalam 
wilayah administrative Kelurahan Tiworo dengan infrastruktur pokok 
dusun Waturempe dan dusun wadahu setelah mekar menjadi desa 
Waturempe. 
Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka 
sudah seharusnya ada peningkatan yang signifikan dalam 
perkembangan infrastruktur desa. Hal tersebut lebih rinci akan 
dibahas dalam pembahasan berikut. 
a. Dampak pemekaran terhadap infrastruktur transportasi ( 
jalan raya ) 
Sesuai dengan tabel 4.5 tentang perbandingan 
infrastruktur desa Waturempe pra dan pasca pemekaran, dapat 
dilihat sebagai gambaran awal tentang infrastruktur yang tidak 
mengalami perubahan berarti selama 11 tahun usia 
pemekarannya. Hal ini di kemukakan oleh La Usu selaku warga 
desa Waturempe dalam petikan wawancara berikut 
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“sudah 11 tahun mekar tapi jalan disini begitu-
begitu saja. Itu desa waumere sama desa wandoke 
sudah bagusmi jalanya. Padahal sama-sama mekar 
menjadi desa” (wawancara tanggal 23 maret 2013) 
 
Kambali kita  melihat pada pembahasan sebelumnya, 
bahwa Kelurahan Tiworo mekar menjadi 4 wilayah yaitu 
Kelurahan Tiworo, desa Waturempe,desa waumere dan desa 
wandoke dimana menurut hasil wawancara di atas terdapat fakta 
bahwa 2 desa lainnya yang telah disebutkan telah mempunyai 
jalan yang cukup memadai. Hal tersebut menjadi ironi melihat 
bahwa ketiga desa tersebut berasal dari cikal bakal yang sama. 
Dari petikan wawancara diatas dapat dilihat bahwa 
permasalahan selama 11 tahun tanpa memiliki jalan yang baik 
dikarenakan tidak adanya anggaran yang memadai oleh 
pemerintah kabupaten dalam hal pengadaan infrastruktur 
tersebut.  Lebih lanjut lagi bahwa pada kenyataannya wilayah 
sekitar merupakan jalur provinsi sehingga ketersediaan jalan di 
desa lainnya yang juga merupakan pecahan dari Kelurahan 
Tiworo merupakan hasil pengadaan oleh pemerintah provinsi. 
Ketika membahas pemekaran sebagai potensi dalam 
mengembangkan daerah merupakan tugas penting dari 
pemerintahan mandiri untuk menjamin bahwa kebutuhan rakyat 
disebuah daerah tersampaikan. Dalam hal pengadaan jalan raya 
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di desa Waturempe sabagai desa mandiri maka sudah 
selayaknya menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk 
menyuarakannya kepada pemerintah kabupaten melalui 
mekanisme yang tertuang dalam pasal 63 Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 tahun 2005 yang berbunyi 
1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa 
disusunperencanaan pembangungan desa sebagai 
satu kesatuan dalam sistem perencanaan 
pembangunan daerah kabupaten/Kota. 
2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana 
dimaksud padaayat (1) disusun secara partisipatif 
oleh pemerintahan desa sesuai dengan 
kewenangannya. 
3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 















b. Pengadaan sarana air bersih (bungker) 
Salah satu fokus perkembangan infrastruktur yang 
diangkat pada penelitian ini adalah pengadaan infrastruktur air 
bersih dimana air bersih merupakan syarat mutlak jaminan 
kesehatan masyarakat sebuah wilayah. Salah satu permasalahan 
yang terjadi di desa Waturempe maupun daerah sekitarnya yaitu 
tidak masuknya sarana air bersih dari PDAM dari rumah kerumah  
sehingga masyarakat masih memanfaatkan bungker yang di buat 
oleh PDAM kabupaten muna hingga saat ini. Tidak adanya jalur 
pipa dari rumah kerumah dikarenakan keterbatasan kemampuan 
PDAM kabupaten Muna dalam menyuplai seperti yang diutarakan 
kepala desa Waturempe dalam petikan wawancara berikut 
“kalau air bersih menurut PDAM belum bisa 
diadakan  dari rumah kerumah. Hal tersebut 
dikarenakan terbatasnya anggaran dalam 
pengadaanya namun PDAM menyiapkan bungker 
penampungan jadi masyarakat bias mengambil air 
bersih untuk minum dan memasak disana. Untuk 
mandi dan mencuci masyarakat masih banyak 
yang memilih sungai sebagai alternatif” (hasil 
wawancara tanggal 30 maret 2013) 
 
Melihat wawancara diatas kita dapat mengambil 
kesimpulan bahwa letak geografis dan anggaran yang terbatas 
mengakibatkan tidak tersalurnya jaringann air bersih hingga 
rumah masyarakat sehingga PDAM mentaktisi dengan 
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mengadakan bungker penampungan air. maka untuk melihat 
dampak pemekaran pada ketersediaan sarana air bersih penulis 
akan memaparkan data perbandingan penduduk dengan jumlah 
bunker yang tersedia di desa Waturempe  
 
Kembali menyoal persoalan ketersediaan dalam 
pengadaan air bersih untuk menunjang kesehatan masyarakat 
kita dapat melihat rasio perbandingan jumlah bunker dan  jumlah 
masyarakat di daerah tersebut. Adapun jumlah bunker 
penampungan air bersih berdsarkan tabel diatas tidak mengalami 
penambahan sementara jumlah masyarakat bertambah sehingga 
pada saat sebelum pemekaran rata-rata masyarakat yang dapat 
dilayani oleh bungker tersebut berjumlah 235 jiwa/bungker 
melonjak menjadi 298,5 jiwa/bungker hal tersebut jelas 
merupakan beban tersendiri bagi masyarakat melihat 
produktivitas sarana air bersih yang semakin menurun. 
Menyoal hal diatas Wa Ambe sebagai salah satu 
masyarakat yang telah menggunakan bunker tersebut sejak 
sebelum pemekaran mengungkapkan  
“susah air bersih disini kalau mau ambil  air harus 
antri dulu apalagi air sungai sekarang mulai keruh 
makanya semakin banyak yang bergantung sama 
air disini. Harusnya ditambahi lagi ini 
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penampungan apalagi jaraknya ini jauh dari rumah” 
(hasil wawancara tanggal 18 maret 2013) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Wa Ode Nurhayati  
“orang-orang ambil air disini biar sampe jam 12 
malam karena mau disini drom dirumah. Soalnya 
agak susah juga kalau tiap hari pulang balik kesini 
baru jauh rumah” (wawancara tanggal 18 maret 
2013) 
 
Dari pemaparan diatas penulis dapat menarik kesimpulan 
bahwa pemekaran tidak berdampak pada peningkatan 
infrastruktur air bersih di desa Waturempe dimana baik kuantitas 
dan kualitas infrasturktur air bersih malah semakin merosot 
walaupun telah dilakukan upaya swadaya oleh pemerintah desa 
namun agaknya masalah sebenarnya justru lahir dari 
kemampuan PDAM dalam  menyuplai air bersih kedaerah 
tersebut. Terlebih lagi jika dipandang tidak adanya konsistensi 
kebijakan yang lahir pasca reformasi struktur untuk instansi 
penanggung jawab yang tentu saja dapat merugikan masyarakat. 
Seperti pada kasus desa Waturempe contohnya dimana desa 
telah siap secara mandiri dalam mengadakan bak penampungan 
namun harus kandas karena adanya konsistensi kebijakan dari 
PDAM kabupaten muna. 
c. Pengadaan infrastruktur jaringan listrik 
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Listrik saat ini telah menjadi kebutuhan premier bagi 
masyarakat baik dikota maupun didesa. Jika kita berkaca pada 
masyarakat pedesaan pada 15-20 tahun lalu, listrik merupakan 
barang mewah yang hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja. 
Demikian pula dengan masyarakat desa Waturempe sebagai 
masyarakat yang telah melek terhadap laju perkembangan 
zaman sudah barang tentu menjadikan hal-hal kelistrikan sebagai 
hal premier dan harus mereka dapatkan terlebih lagi melihat 
kemajuan zaman yang menuntut masyarakat beradaptasi dari 
model-model pengelolaan rumah tangga secara tradisional 
menjadi pengelolaan rumah tangga dengan bantuan teknologi 
yang memerlukan arus listrik dan kemudian sekali lagi kita 
melihat ironi yang terjadi untuk wilayah ini dari paparan tabel 
terdahulu tentang belum adanya jaringan listrik yang masuk 
setelah 11 tahun umur pemekarannya. 
Hal yang lebih memprihatinkan mengingat listrik pada 
laju zaman saat ini sudah menjadi hal lumrah yang dimiliki oleh 
setiap keluarga sehingga dengan sendirinya memiliki jaringan 
listrik dirumah merupakan indikator kesejahteraan sebuah 
keluarga. Dalam kasus Desa Waturempe, tidak adanya jaringan 
sampai saat ini mencitrakan desa Waturempe sebagai daerah 
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tertinggal. Menyoal halttersebut kepala desa Waturempe angkat 
bicara seperti yang dipaparkan dalam petikan wawancara berikut: 
“terus terang kami merasa dianakatirikan oleh 
pemerintah kabupaten. Sudah belasan tahun 
mekar namun tidak ada jaringan listrik yang 
masuk. Masyarakat mengeluh dan kami selalu 
meminta namun sampai saat ini tidak pernah ada 
realisasi. Seharusnya jaringan listrik sudah 
masuk kesini sejak lama karena dari segi jarak, 
desa kami sebenarnya tidak begitu jauh dari 
ibukota kecamatan malah bisa dianggap berada 
diareal pusat kecamatan Tiworo kepulauan” 
(wawancara tanggal 30 maret 2013)  
Hal menarik untuk disimak dari hasil wawancara diatas 
adalah ketika kita mencarmati pernyataan kepala desa 
Waturempe tentang situasi geografis desa Waturempe yang 
berbatasan langsung dengan Kelurahan Tiworo selaku ibukota 
kecamatan Tiworo Kepulauan dan fakta bahwa desa Waturempe 
sebenarnya adalah hasi pemekaran dari Kelurahan yang menjadi 
ibukota kecamatan tersebut. Sebagai desa yang dianggap 
sebagai “desa satelit”  adalah hal yang semakin aneh jika sampai 
saat ini tidak terdapat jaringan listrik yang masuk ke daerah 
tersebut. Patut kemudian dipertanyakan apa kemudian hal-hal 
dari pemekaran desa Tiworo yang berpengaruh pada 
perkembangan infrastruktur pedesaan jika hal yang sifaftnya  
premier saja tidak bisa di upayakan. 
lxv 
 
Dari tabel yang telah dipaparkan pada bab terdahulu 
bahwa sejak pemekarannya desa Waturempe telah mempunyai 
sebuah pasar tersendiri namun berstatus tidak terpakai. Berikut 
kutipan wawancara dengan kepala desa Waturempe  mengenai 
hal tersebut. 
“ada pasar disini tapi sudah lama tidak aktif. Hal 
tersebut dikarenakan  masyarakat lebih memilih 
untuk berdagang di pasar desa Tiworo jarena 
disana banyak pembeli.”(wawancara tanggal 30 
maret 2013) 
 
Dari pengamatan dan analisa penulis, penyebab 
mandeknya pengoperasian pasar desa Waturempe sendiri tidak 
terlepas dari tidak adanya infrastruktur jalan raya  sehingga 
mobilitas dan geliat ekonomi masyarakat lebih terfokus di 
Kelurahan Tiworo yang pada letak geografisnya dilalui oleh jalur 
lalu lintas provinsi sehingga proses pertukaran barang dan 
perputaran uang semakin lancar .  
Mengenai mandeknya proses suplai barang ke dalam desa 
Waturempe sendiri La Ode Zamhuri selaku salah seorang 
pedagang di pasar menjelaskan bahwa: 
“Banyak kendaraan yang suplai barang dari took-
toko di kota hanya mau masuk sampai pasar 
Tiworo karena kondisi jalanannya yang rusak.  
Kebanyakan supir takut jika barang yang 
dibawanya mengalami kerusakan” (wawancara 




infrastruktur pokok yang ada di desa Waturempe. Hal ini 
sangat disayangkan mengingat pemekaran yang begitu di idam-
idamkan masyarakat justru tidak mampu memenuhi ekspektasi 
masyarakat terhadap perkembangan kesejahteraan. Hal tersebut 
juuga menjadi evaluasi tersendiri bagi pemekaran kbupaten 
mengenai pengadaan infrastruktur pokok pedesaan secara 
merata sehingga kelak tidak malahirkan kecemburuan di antara 
masyarakat. 
 Dalam kasus desa Waturempe contohnya dimana 
pemerintah desa sendiri telah mengakui bahwa daerahnya 
merasa “dianaktirikan” mengingat desanya mekar secara 
bersamaan dengan beberapa desa lainnya yang merupakan hasil 
pecahan dari Kelurahan Tiworo namu memiliki infrastruktur pokok 
yang lengkap. Hal tersebut menjadi pertanyaan selanjutnya 
apakah memang konsep pemekaran wilayah yang memang tidak 
berhubungan dengan perkembangan infrastruktur ataukah ada 
hal lainnya yang mempengaruhi tidak berkembangnya 
infrastruktur di desa Waturempe. Hal yang menarik untuk ditelaah 
lebih lanjut mengingat kemandirian sebuah wilayah dalam 
mensejahterakan masyarakatnya justru pemekaran semakin 
menghambat kesejahteraan itu sendiri dikarenakan kemandirian 




a. Kurangnya inisiatif pemerintah desa dalam pengelolaan 
urusannya 
Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan penulis juga 
menemukan fakta bahwa salah satu faktor terhambatnya 
pembangunan infrastruktur pada saat pemekaran adalah pemerintah 
desa kurang berinisiatif dalam membawa masalah desa yang tidak 
mampu ditangani secara mandiri oleh pemerintah desa. Dalam kasus 
jaringan listrik contohnya pemerintah desa cepat berputus asa dalam 
upaya untuk mengadakan jaringan listrik kedaerahnya ketika pihak 
PLN tidak menindaklanjuti lebih jauh masalah jaringan listrik yang ada 
pada desa Waturempe dalam kasus pengadaan air bersih pemerintah 
desa juga mangalami kendala yang serupa dalam pengadaan 
infrastruktur air bersih dimana seharusnya masalah penting seperti 
hal diatas seharusnya menjadi hal yang serius untuk dibicarakan 
terhadap pihak yang mempunyai wewenang lebih besar didaerah.  
 
b. Kurangnya pendapatan asli desa 
Salah satu faktor yang menjadikan infrastruktur tidak 
berkembang pasca pemekaran wilayah adalah kurangnya 
pendapatan asli desa dimana pasar rakyat yang diharapkan menjadi 
salah satu sumber pemasukan desa tidak beroperasi dikarenakan 
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akses transportasi perdagangan ke wilayah desa Waturempe 
tersendat-sendat. Akibatnya banyak pelaku ekonomi yang 
malaksanakan kegiatannya di Kelurahan Tiworo yang tentu saja 
membantu perekonomian Kelurahan tersebut. 
Kurangnya pendapatan asli desa juga membuat desa 
Waturempe cenderung tergantung pada pemerintah kabupaten 
sementara realitas implikasi politik bergerak kearah yang tidak 
menguntungkan bagi desa Waturempe. 
 
c. Pelaksanaan Pemekaran Yang Cenderung di Paksakan 
 Tidak berkembangnya infrastruktur di Desa Waturempe juga di 
pengaruhi oleh proses pemekaran yang cenderung dipaksakan. Dari 
hasil penelitian terungkap bahwa pemekaran desa Waturempe 
dilaksanakan demi mencapai kuota pemekaran kecamatan dimana 
desa kecamatan Tiworo kepulauan akan mekar menjadi 3 
kecamatan yaitu kecamatan Tiworo utara, dan Tiworo selatan dan 
Tiworo tengah sehingga jumlah desa yang ada pada Kelurahan 
Tiworo kepulauan harus segera ditingkatkan jumlahnya. 
Demikianlah hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak 
pemekaran terhadap pengadaan infrastruktur di desa Waturempe. Semoga 







Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian 
mengenai dampak pemekaran terhadap ketersediaan sarana dan prasarana 
masyarakat terhadap desa waturempe kecamatan tikep kabupaten Muna 
 
1.7. Kesimpulan 
Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah 
1. pemekaran tidak berdampak signifikan bagi ketersediaan sarana dan 
prasarana masyarakat dalam hal ini adalah 
a. infrastruktur jalan raya yang tidak berubah (tetap rusak sejak pra 
pemekaran) 
b. belum adanya penambahan infrastruktur air bersih untuk 
mengimbangi pertambahan konsumsi penduduk 
c. tidak adanya jaringan listrik yang masuk ke desa sejak sebelum 
pemekaran 
d. pasar rakyat yang terbengkalai sebagai imbas dari rusaknya akses 




2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tersedianya sarana dan 
prasarana masyarakat dengan kata lain pemekaran tidak berdampak 
bagi perkembangan infrastruktur antara lain adalah 
a. Letak geografis desa yang kurang strategis dan potensial 
b. Kurangnya inisiatif pemerintah desa dalam mengelola urusan 
rumah tangganya 
c. Implikasi politik pasca pilkada kabupaten 
d. Kurangnya pendapatan asli desa 
e. Kurangnya sumberdaya pemerintah kabupaten. 
f. Pemekaran yang cenderung dipaksakan 
 
1.8. Saran  
Adapun yang menjadi saran penulis dalam masalah yang telah 
dibahas adalah : 
1. Perlu diadakan upaya mandiri bagi masyarakatnya untuk 
mengusahakan infrastruktur pedesaan sebagai pesan kesiapan 
partisipasi masyarakat dalam menyongsong pembangunan 
2. Perlu adanya usaha keras dari pemerintah desa dalam mengawal 
hingga tingkat kabupaten dalam merealisasikan pengadaan 




3. Perlu adanya kesadaran pemerintah kabupaten dalam mengawal 
pemekaran desa namun belum mencapai hasil yang memuaskan. 
4. Hendaknya perlu ada evaluasi pada daerah-daerah yang telah di 
mekarkan 
5. Pemerintah desa hendaknya mampu menggali potensi desa agar 
kiranya menjadi cirri khas tersendiri sehingga ada perhatian lebih 
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